
 
 
 
 
 
 
  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR   5   TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 

TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM, 
MINYAK DAN GAS BUMI 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI JEPARA, 

 
Menimbang    : bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memberikan 
kewenangan  di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi, yang lebih 
luas kepada daerah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka 
dipandang perlu adanya regulasi melalui peninjauan kembali terhadap Peraturan 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan 
Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi. 

 

 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah 
“Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 
17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78) ; 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2831); 

 
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3699); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
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7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah bebeberapa kali diubah terakhir dengan Undang – 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan 
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4154); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang : Penggolongan 
Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  3174); 

 

 
 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang pengawasan dan 

Pengendalian Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 61); 

 
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

1453.K/29/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara  Nomor 6 

Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor  7 ); 

 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara  Nomor 5 
Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Jepara Tahun 1999 Nomor  6 ) ; 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) 

 
 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 
 

dan 
 

BUPATI JEPARA 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 

 

TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN 
PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI 

 
Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1), diubah 
sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(5) Bupati berhak menghentikan usaha pertambangan umum dan/atau mencabut izin usaha 
pertambangan umum apabila : 
a.  tidak mempunyai  izin dan / atau tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. 
b. pemegang izin tidak melaksanakan operasional paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal  5 
 

(1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilaksanakan 
dengan cara : 
a. manual ; 
b. menggunakan mekanik dan alat berat kecuali penambangan pasir dan / atau batu di 

sungai dan tanah liat ;  
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